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PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

JL. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Tel. : 021- 8825243 Kode Pos 17113
"BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI

NOMOR : 800/01-Dik.2/X1/2014
TENTANG

PENINJAUAN KEMBALI IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
MARSUDIRINI KOTA BEKASI SESUAI PERWAL NOMOR 33 TAHUN 2013
PASAL 16 AYAT 2.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI,

Membaca : Surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa
Barat Nomor 1003/Kep/1/95 tanggal 23 Januari 1995
perihal Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Atas
Marsudirini di Jalan Raya Narogong Kelurahan Bojong
Rawalumbu Bekasi.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Perwal Nomor 33 tahun 2013 pasal
16 Ayat 2 perihal peninjauan kembali Izin Operasional
Sekolah yang sudah lebih dari 3 tahun masa berlakunya
dimohon mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Kota
Bekasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka dalam rangka mengoptimalkan sekolah
yang telah didirikan tersebut perlu diberikan
perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas
Marsudirini yang Pemberian Izin tersebut ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pemgbentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3663);

2, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4430};

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

10.

11.

Pemerintahan Daerah--(Lembaran -Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tenteng Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
19908 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3763},

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Penididikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4462);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4,741);

. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007

tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 5 Seri
E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor, 03 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang
Menjadi Keweénangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008
tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota

Bokasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor
8 Seri D).



Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dah Kebudayaan
Republik Indonesia Nomer 36 Tahuh 2014 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Akta Notaris Momor Ol tanggal 04 September 2006
tentang Yayasan Marsudirini.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : .

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah
Menengah Atas Marsudirini di Jalan Raya Narogong
Kelurahan Bojong Rawalumbu Bekasi.

KEDUA : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Sekolah
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib
didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali pada Dinas
Pendidikan. TR e

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah
Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan
pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah
tersebut.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggals 12-11-2014
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1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;

2. Direktur Pembinaan SMA Dirjen Pendidikan Menengah
Kemendikbud di Jakarta;

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung,

4. Walikota Bekasi

5. Inspektur Kota Bekasi.



